BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan pemerintahan dan  mengetahui
kemampuan dalam menjabarkan visi, misi,tujuan
dan sasaran organisasi ;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang
perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tabanan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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Mengingat :

Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam
wilayah Daerah — daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) ;

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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7.

10.

11.

12.

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999
yang diperbaharui dengan Keputusan Nomor
239/1X/ 6/8/2003 tanggal 25 Meret 2003 ;
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 5) ;

15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2009
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor
30).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) KABUPATEN TABANAN TAHUN 2009

Pasal 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) merupakan laporan Pemerintah Kabupaten
Tabanan kepada  Presiden melalui Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2009.
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Pasal 2

Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2010

BUPATI TABANAN,
T.T.D
N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D
| NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
9
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